CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024-2026

TUJUAN 4 RPD 2024-2026 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF

IK': INDEKS REFORMASI BIROKRASI

¥

SASARAN 1 RPD 2024-2026 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS

SASARAN 6 RPD 2024-2026 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO : MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

IK: NILAI SAKIP KOTA

IK : INDEKS PEMBANGUNAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

. 4

TUJUAN 1

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
YYang Berkualitas

IK: Nilai SAKIP

|

SASARAN 1.1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja (Perangkat
Daerah) Dinas Kominfo

IK : Nilai SAKIP Dinas Kominfo

]

SASARAN 1.2

1

TUJUAN 2

Kualitas Sistem
Berbasis Teknologi Informasi

IK: Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)

|

]

SASARAN 2.1

SASARAN 2.2

Meningkatnya Kredibilitas Data

IK : Persentase Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang menggunakan data statistik dalam
menyusun perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya Pengamanan Sistem Informasi

IK : Persentase Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang menggunakan data statistik dalam
melakukan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah

K : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Intemet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo

IK : Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

l |

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM APLIKAS! INFORMATIKA

PROGRAM PENYEL UNTUK

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK|
SEKTORAL

PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

Meningkatnya Transparasi dan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Ketersediaan Informasi Data
Statistik Daerah

Meningkatnya Penguatan Tata Kelola
Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Publik Secara Online dan Terintegrasi

Meningkatnya Pengamanan Sistem Informasi

IK : Persentase Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan lancar dan tertib

IK : Tersedianya Sistem Dan Data Statistik Yang
Terintegrasi

IK: Ketersediaan Buku "Kota Sawahlunto Dalam

K :Persentase Masyarakat Yang Menjadi
Sasaran Penyebaran Informasi Publik,
mengetahui kebijakan dan program prioritas

IK : Persentase Layanan Publik yang telah dilaksanakan secara online dan terintegrasi

IK : Persentase Titik Yang Diamankan Dibandingkan Dengan Seluruh Titik Pemerintah Daerah
Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) Yang Ditetapkan

IK : Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat

Angka" pemerintah dan pemerintah daerah
IK : Ketersediaan Buku "PDRB Kota kabupaten/kota
Sawahlunto"
. . N Kegiatan
Kegiatan N N Kegiatan Kegiatan - N N
Kegiatan Kegiatan . 9 Pemeliharaan Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang . N .
etencan ) inistrasi inistrasi Kegiatan Pengadaan Barang | | Penyediaan Jasa | \g_ o wilik Daerah| | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan | | Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Kegiatan Penyelenggarazn Persandian Kegatan Penetapan Pola Hubungan
Eenoangsaranidan Keuangan Kepegawaian i Pl AlEze Bty an g san Penunjang Urusan di Lingkup Daerah ikasi Publik il Daerah ‘Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Unts jnforpas] SaclAntxiRerans kakbasmh
Evaluasi Kinerja 9 peg Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan iang Daerah Kabupaten/Kota Kab/Kota
Perangkat Daerah Perangkat Daerah : Pemerintahan Kab/Kota
Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah ey
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan, . Terlaksananya Terlaksananya Meninakatnya k informasi
Penggangaran dan | | _Meningkatnya fasilitasi layanan Terlaksananya pengadaan barang yediaan Jasa s Data Statistik Sektoral Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Meningkatnya Jumlah Sub Domain yang Meningkatnya Pengelolaan E- Meningkatnya keamanan informasi dan Meningkatnya Pola Hubungan Komunikasi
o ineriz | |Capaian Kinerja dan " | | Administrasi Umum | | P0 )| | Penunjang Urusan pemeliharaan ; h ; A o ) jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten/ ;
valuasi kinerja kepegawaian sesuai milik daerah sesuai " ih Sektoral Publik Sesuai Standar dikelola oleh Pemerintah Daerah Government di Lingkup Pemerintah Daerah Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/Kota
Keuangan PD Perangkat Daerah Pemerintahan | | barang milik daerah Kota
Perangkat kebutuhan RKBMD
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IK : Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas

IK: Jumlah Paket

Peralatan dan
dan Fungsi yang Perlengkapan Kantor
mengikuti Pendidikan dediakan
dan Pelatihan (orang) yang disediakar
Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Tersedianya Bahan
Logistik Kantor
Sesuai Kebutuhan

Jumiah Paket Bahan
logistik kantor yang
disediakan

Sub Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetak dan
Penggandaan

Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan Sesuai
Kebutuhan

IK : Jumlah Paket
Barang Cetakan dan
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Disediakan
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Indonesia
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erbangunnya Sektoral yang sesuai - Konten Terlaksananya
Metadata Statistik dengan gringi Satu dan Perencanaan Penyusunan Kuynten
Sektoral g P Media Komunikasi v

Data Indonesia

Publik

IK : Jumlah Metadata
Statistik Sektoral yang
Dihimpun

IK : Jumlah kegiatan
statistik sektoral
yang telah dilengkapi
metadata

IK: Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Konten dan
Perencanaan Media
Komunikasi Publik

IK: Jumlah Konten
Informasi Publik

Daerah yang

IK : Jumlah Aplikasi dan

Pelaksanaan IK : Jumlah Perangkat
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Program Inovasi yang
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Daya Teknologi
Informasi dan
Komunikasi Pemerintah
Daerah

IK : Jumiah Dokumen
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dikembangkan sesual arsitektur dan peta rencana

SPBE pemerintah daerah
q Sub Kegiatan
Sub Keglatan Implementasi Inovasi
Peny_elenggamn Program Kota Cerdas
Jaringan Intra sesual dengan
Pemerintah Daerah
KablKota Masterplan Kabupaten
atau Kota
Terlaksananya Terlaksan.anya "
Penyelenggaraan Implementasi Inovasi
Jaringan Itra Program Kota Cerdas
Pemerintah Daerah

Sesuai Dengan
Kab/Kota Masterplan Kabupaten

atau Kota

IK : Jumlah perangkat
daerah di pemerintah | IK : Jumlah implementasi
Kab/Kota yang Inovasi Program Kota
terhubung dengan Cerdas sesuai dengan
Jaringan Intra Masterplan
Pemerintah Daerah | Kabupaten/Kota Cerdas
Kab/Kota

Sub Kegiatan

Penyediaan Akses
Koordinasi

Internet untuk Perangkat
Aplikasi| Daerah dalam rangka
Umum SPBE

penyelenggaraan SPBE

Teriaksananya Terlaksananya
Keordinas, Penyediaan Akses
oordinasi
.| Internet untuk Perangkat
pemanfaatan Aplikasi
Umum Daerah dalam rangka
penyelenggaraan SPBE

IK : Jumlah Aplikasi

IK : Jumlah Perangkat
Daerah yang
Umum yang telah | memanfaatkan akses
dimanfaatkan

internet yang disediakan
oleh Dinas
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